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A B S T R A C T 
Gender equality is a strategic issue in social and economic development that continues to 
receive attention, including in Indonesia. This study aims to analyze the contribution of 
female regent leadership in Jember Regency to achieving gender equality in the areas of 
social and economic welfare. The research method used was descriptive qualitative, with 
data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results 
indicate that policies implemented by female regents have increased women's participation 
in the workforce, reduced poverty, and encouraged the sustainability of gender-based 
programs. The main challenges faced are gender stereotypes and limited resources. This 
study emphasizes the importance of female representation in leadership to create inclusive 
and sustainable policies. 

 

PENDAHULUAN 

 Kesetaraan gender merupakan isu strategis yang terus menjadi perhatian dalam pembangunan 
sosial dan ekonomi di Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan, 
ketimpangan gender masih terlihat dalam akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi (Utami 
et al., 2021). Dalam konteks pemerintahan, perempuan sering kali menghadapi hambatan berupa 
stereotip dan bias gender yang menganggap bahwa perempuan kurang kompeten sebagai pemimpin. 
Menurut Kartono (1998), kepemimpinan perempuan sering kali menghadapi tantangan kultural yang 
membuat perempuan harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kemampuan mereka. Namun, 
kehadiran bupati perempuan di Kabupaten Jember memberikan contoh nyata bagaimana perempuan 
mampu berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan perubahan.kabupaten Jember, sebagai 
salah satu daerah yang dipimpin oleh bupati perempuan, menunjukkan berbagai inisiatif strategis 
yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan. Program-program seperti pelatihan 
kewirausahaan, beasiswa pendidikan bagi anak perempuan, dan kampanye kesadaran kesehatan 
reproduksi adalah contoh nyata dari upaya tersebut. Kebijakan yang diterapkan tidak hanya fokus 
pada pemberdayaan perempuan, tetapi juga pada pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi 
secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan pandangan Robbins (1996) bahwa kepemimpinan yang 
inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan sosial mampu mendorong pembangunan yang lebih adil. 

Kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan tidak hanya bermanfaat 
bagi perempuan, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Representasi 
perempuan dalam kepemimpinan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang 
diambil memperhatikan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh 
Nugroho (2011), kebijakan yang responsif gender dapat mempercepat tercapainya keadilan sosial 
secara keseluruhan. Studi oleh Mas’udah et al. (2021) menunjukkan bahwa perempuan dalam 
kepemimpinan mampu meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi melalui 
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kebijakan berbasis inklusi. Penelitian ini juga mendukung temuan Boxall et al. (2020), yang 
menyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam pemerintahan lokal mendorong peningkatan 
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di Kabupaten Jember, bupati perempuan telah 
memanfaatkan pendekatan kolaboratif untuk mengatasi hambatan-hambatan gender dan menciptakan 
kebijakan yang inklusif (Galistya, 2019). 

Di tingkat global, penelitian Katrina (2019) menegaskan pentingnya peran perempuan dalam 
menciptakan struktur sosial yang adil melalui penghapusan hambatan gender. Temuan ini relevan 
dengan konteks lokal di Jember, di mana peran kepemimpinan perempuan membantu mengurangi 
ketimpangan sosial ekonomi. Sebagai contoh, Gama et al. (2020) mencatat bahwa kebijakan berbasis 
gender mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan dalam berbagai 
aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks Indonesia, Farid (2020) 
mencatat bahwa perempuan dalam kepemimpinan sering kali menghadapi resistensi budaya patriarki, 
tetapi mereka juga memiliki kapasitas untuk mengubah norma sosial melalui program-program 
inovatif. Penelitian oleh Maula dan Ariyanti (2022) di Jawa Timur mendukung argumen ini dengan 
menyoroti bagaimana kebijakan kesehatan reproduksi yang digagas oleh pemimpin perempuan 
mampu mengurangi angka kematian ibu dan anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi 
sejauh mana kontribusi bupati perempuan di Kabupaten Jember dalam mendorong kesetaraan gender 
di bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi. Studi ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan 
yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program berbasis gender, serta strategi yang diterapkan 
untuk mengatasi hambatan tersebut. 

METODE 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan gambaran 
yang mendalam mengenai kontribusi bupati perempuan di Kabupaten Jember terhadap kesetaraan 
gender. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena Kabupaten Jember merupakan salah satu 
daerah dengan kepemimpinan perempuan yang aktif dalam mengusung program-program berbasis 
gender. Data penelitian dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu Wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan bupati, Jember selaku pemangku kebijakan, tokoh 
masyarakat, dan penerima manfaat program untuk memahami perspektif mereka terkait dampak 
kebijakan yang diimplementasikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Shakouri (2014), yang 
menekankan pentingnya wawancara untuk memahami makna dari pengalaman subjek penelitian. 
Observasi dilakukan pada pelaksanaan program-program seperti pelatihan kewirausahaan dan 
kegiatan pemberdayaan perempuan lainnya. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk 
mengidentifikasi pola interaksi dan dampak kebijakan secara langsung (Mohajan, 2018). Melalui 
Teknik dokumentasi, peneliti menganalisis dokumen kebijakan, laporan program, dan data statistik 
yang relevan untuk mendukung temuan penelitian. Pendekatan ini mendukung validitas data dengan 
memanfaatkan sumber sekunder sebagai bukti tambahan (Boxall et al., 2020). 

Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data, dengan cara membandingkan 
informasi dari berbagai sumber data. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan 
tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan dengan fokus penelitian. Tahapan analisis 
data meliputi: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui Reduksi data, Data 
yang terkumpul diseleksi dan dirangkum untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan 
tujuan penelitian.. Melalui Penyajian data, Data yang telah dirangkum disajikan dalam bentuk narasi, 
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tabel, atau diagram untuk mempermudah interpretasi. Penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan pola 
dan temuan utama yang muncul selama analisis data. Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai dampak kepemimpinan bupati perempuan 
terhadap kesetaraan gender di Kabupaten Jember. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja 

Kebijakan Bupati perempuan di Kabupaten Jember telah berhasil meningkatkan partisipasi 
perempuan dalam sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Program pelatihan kewirausahaan yang 
dikhususkan bagi perempuan memberikan peluang bagi mereka untuk meningkatkan keterampilan 
serta memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan 
UKM, jumlah UKM yang dikelola oleh perempuan meningkat sebesar 35% dalam lima tahun terakhir. 
Hal ini memberikan dampak langsung pada pengurangan angka pengangguran di kalangan perempuan 
dan meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, pelatihan yang diberikan tidak hanya fokus pada 
peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup manajemen keuangan, pemasaran digital, dan 
pengelolaan usaha berbasis komunitas. Strategi ini memberikan dampak jangka panjang, di mana 
perempuan mampu mengelola usaha secara mandiri dan memberikan kontribusi nyata pada 
perekonomian lokal. 

Kepemimpinan perempuan di Kabupaten Jember telah menjadi katalisator penting dalam 
mendorong perubahan sosial dan ekonomi berbasis gender. Kebijakan yang inklusif tidak hanya 
memberikan dampak pada pemberdayaan individu tetapi juga mendorong transformasi nilai-nilai 
sosial di tingkat komunitas (Utami et al., 2021). Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, Farid (2020) 
menunjukkan bahwa program pelatihan dan akses modal yang diberikan kepada perempuan 
meningkatkan partisipasi mereka dalam sektor UKM, memberikan kontribusi signifikan terhadap 
perekonomian lokal. 

Selain itu, kolaborasi multi-pihak yang diterapkan oleh bupati perempuan menjadi kunci 
keberhasilan berbagai program. Sebagaimana dicatat oleh Gama et al. (2020), kemitraan antara 
pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta memperkuat keberlanjutan program 
berbasis gender. Hal ini juga relevan dengan penelitian Maula dan Ariyanti (2022), yang menekankan 
pentingnya pendekatan partisipatif dalam implementasi kebijakan berbasis gender. Di sisi lain, 
stereotip gender dan resistensi budaya patriarki tetap menjadi tantangan yang signifikan. Katrina 
(2019) menyoroti pentingnya pendidikan berbasis gender untuk mengatasi hambatan kultural ini. Di 
Kabupaten Jember, upaya ini dilakukan melalui kampanye edukasi masyarakat yang melibatkan tokoh 
agama dan komunitas lokal sebagai agen perubahan. Lebih lanjut, inovasi teknologi memainkan peran 
penting dalam meningkatkan efisiensi program pemberdayaan perempuan. Penggunaan aplikasi 
berbasis data untuk memonitor implementasi program memastikan transparansi dan akuntabilitas 
(Mohajan, 2018). Langkah ini sejalan dengan tren global dalam memanfaatkan teknologi untuk 
mendukung pembangunan yang inklusif. Kepemimpinan perempuan di Kabupaten Jember 
menunjukkan bukti bahwa kebijakan berbasis gender dapat mendorong perubahan sosial dan ekonomi 
yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan yang diterapkan oleh bupati perempuan di 
Jember berhasil mendorong pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, 
serta mengurangi kesenjangan sosial. Program-program yang diselenggarakan di Kabupaten Jember 
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menyoroti pentingnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan untuk memastikan 
kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. 

Peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor usaha kecil dan menengah (UKM) 
merupakan salah satu contoh sukses dari kebijakan kepemimpinan perempuan di Jember. Program 
pelatihan kewirausahaan yang diberikan kepada perempuan mampu meningkatkan keterampilan 
mereka dan memberikan akses yang lebih besar terhadap modal usaha. Sebagaimana dikemukakan 
oleh Farid (2020), "Program kewirausahaan yang dirancang khusus untuk perempuan memberikan 
dampak langsung terhadap perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru dan 
meningkatkan kesejahteraan keluarga." Hal ini sejalan dengan data dari Dinas Koperasi dan UKM 
yang menunjukkan bahwa jumlah usaha yang dikelola oleh perempuan meningkat sebesar 35% dalam 
lima tahun terakhir. 

Di bidang sosial, kebijakan yang diambil untuk perempuan kepala keluarga juga berperan 
penting dalam mengurangi angka kemiskinan. Program perlindungan sosial yang mencakup pemberian 
modal usaha tanpa bunga dan pelatihan kewirausahaan telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan 
pada perempuan kepala keluarga hingga 15% dalam lima tahun terakhir (BAPPEDA, 2024). Seperti 
yang dinyatakan oleh Gama et al. (2020), "Kebijakan berbasis gender yang diimplementasikan oleh 
pemimpin perempuan di daerah-daerah lokal telah terbukti efektif dalam meningkatkan akses 
perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan sosial." 

Pengurangan Tingkat Kemiskinan pada Perempuan Kepala Keluarga 

Perempuan kepala keluarga di Kabupaten Jember menjadi salah satu sasaran utama kebijakan 
sosial ekonomi. Program perlindungan sosial yang diterapkan meliputi pemberian modal usaha tanpa 
bunga, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha. Berdasarkan laporan dari Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), angka kemiskinan di kalangan perempuan kepala 
keluarga menurun hingga 15% dalam lima tahun terakhir. Inisiatif lain yang signifikan adalah 
penyediaan akses prioritas terhadap program perumahan rakyat dan subsidi pangan. Hal ini membantu 
mengurangi beban finansial yang dihadapi perempuan kepala keluarga, sehingga mereka dapat fokus 
pada pengembangan usaha atau pendidikan anak-anak mereka. Program ini juga melibatkan 
pengawasan ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi 
kelompok penerima.  

Keberhasilan dalam Pendidikan dan Kesehatan 

Peningkatan akses pendidikan bagi anak perempuan menjadi salah satu prioritas utama bupati 
perempuan di Jember. Melalui kampanye “Anak Perempuan Cerdas, Masa Depan Cerah,” angka 
partisipasi sekolah untuk anak perempuan di jenjang pendidikan dasar dan menengah meningkat 
sebesar 25% dalam lima tahun terakhir. Selain itu, program beasiswa khusus untuk anak perempuan 
dari keluarga kurang mampu telah memberikan peluang bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan 
ke jenjang yang lebih tinggi. 

Di bidang kesehatan, program kesehatan reproduksi yang digagas berhasil menekan angka 
kematian ibu sebesar 20% selama periode kepemimpinan ini. Program tersebut melibatkan 
pemberdayaan kader kesehatan di tingkat desa untuk memberikan edukasi dan layanan kesehatan 
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reproduksi secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, pelaksanaan posyandu keliling untuk 
daerah-daerah terpencil memastikan bahwa layanan kesehatan dasar dapat diakses oleh semua lapisan 
masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk perempuan juga menjadi 
fokus utama dalam kepemimpinan bupati perempuan. Program beasiswa untuk anak perempuan dari 
keluarga kurang mampu telah membuka peluang pendidikan bagi mereka, sementara kampanye 
kesadaran kesehatan reproduksi telah berhasil menurunkan angka kematian ibu sebesar 20% selama 
lima tahun terakhir.  

Menurut penelitian oleh Maula dan Ariyanti (2022), "Kebijakan kesehatan reproduksi yang 
digagas oleh perempuan dalam pemerintahan lokal mampu menurunkan angka kematian ibu dan anak, 
serta meningkatkan akses layanan kesehatan bagi perempuan di daerah terpencil." Namun, di balik 
keberhasilan tersebut, tantangan tetap ada. Resistensi terhadap kepemimpinan perempuan dan stereotip 
gender menjadi hambatan yang signifikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Katrina (2019), "Budaya 
patriarki sering kali menjadi penghalang utama bagi perempuan yang ingin maju dalam dunia 
kepemimpinan, namun dengan kebijakan yang tepat, resistensi ini dapat diatasi." Upaya untuk 
melawan stereotip ini dilakukan melalui kampanye edukasi berbasis gender yang melibatkan tokoh 
agama dan pemimpin komunitas sebagai agen perubahan. Menurut penelitian oleh Utami et al. (2021), 
"Pendidikan berbasis gender yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, 
memiliki peran kunci dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan dalam posisi 
kepemimpinan." 

Pada aspek pendidikan, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan akses pendidikan 
bagi anak perempuan melalui program beasiswa dan kampanye kesadaran pendidikan. Temuan ini 
mendukung penelitian Utami et al. (2021) yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan instrumen 
penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia perempuan, tetapi juga memperluas peluang mereka dalam memperoleh 
pekerjaan yang layak dan berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan 
yang berpihak pada perempuan memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas 
hidup masyarakat. 

Dalam bidang kesehatan, penelitian ini menemukan bahwa program kesehatan reproduksi 
yang dilaksanakan pemerintah daerah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan 
perempuan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Maula dan Ariyanti (2022) yang menyatakan bahwa 
kebijakan kesehatan reproduksi yang digagas oleh pemimpin perempuan mampu menurunkan angka 
kematian ibu dan meningkatkan akses layanan kesehatan bagi perempuan. Keberhasilan program 
kesehatan di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan cenderung 
memberikan perhatian yang lebih besar terhadap isu kesehatan keluarga dan kesejahteraan 
masyarakat. 

Pemberdayaan Komunitas Perempuan di Tingkat Desa 

Kebijakan berbasis komunitas menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk 
memberdayakan perempuan di Kabupaten Jember. Pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) di 
tingkat desa memberikan wadah bagi perempuan untuk bekerja sama dalam mengelola usaha, berbagi 
pengalaman, dan membangun jaringan usaha. KUB yang didukung oleh dana hibah daerah ini telah 
menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan usaha kecil berbasis lokal. Selain itu, 



Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 14, No. 1 (2026) 
 

108 
 
 
 

pelatihan kepemimpinan bagi perempuan desa memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam 
pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Dengan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam 
forum-forum desa, kebijakan lokal menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan bupati perempuan di Kabupaten Jember 
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi 
masyarakat, khususnya perempuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mas'udah et al. (2021) yang 
menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam pemerintahan lokal mampu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan 
kelompok rentan. Kehadiran pemimpin perempuan tidak hanya memperluas representasi politik 
perempuan, tetapi juga menghadirkan perspektif yang lebih peka terhadap persoalan sosial yang 
dihadapi masyarakat. 

Peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 
yang ditemukan dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian Farid (2020). Menurut Farid, 
program pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada perempuan mampu meningkatkan pendapatan 
keluarga sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Pelatihan kewirausahaan, akses 
modal usaha, dan pendampingan bisnis yang diberikan kepada perempuan di Kabupaten Jember 
terbukti memberikan dampak positif terhadap kemandirian ekonomi perempuan. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa investasi pada pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki efek berganda 
terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 

Temuan mengenai penurunan tingkat kemiskinan pada perempuan kepala keluarga juga 
sejalan dengan penelitian Gama et al. (2020), yang menjelaskan bahwa kebijakan berbasis gender 
dapat meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan perlindungan sosial. 
Program bantuan modal usaha, subsidi pangan, dan pendampingan usaha yang diterapkan di 
Kabupaten Jember memberikan kesempatan bagi perempuan kepala keluarga untuk meningkatkan 
taraf hidupnya. Dengan demikian, kebijakan yang responsif gender terbukti mampu mengurangi 
kesenjangan ekonomi yang selama ini dialami perempuan. Penelitian ini juga menemukan bahwa 
pemberdayaan perempuan di tingkat desa melalui kelompok usaha bersama dan pelatihan 
kepemimpinan mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Temuan 
ini memperkuat penelitian Boxall et al. (2020) yang menyatakan bahwa keterlibatan perempuan 
dalam organisasi komunitas dapat memperkuat modal sosial serta meningkatkan efektivitas 
pembangunan lokal. Dengan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam forum-forum desa, 
kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

Akses Teknologi dan Digitalisasi 

Penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu inovasi dalam mendukung pemberdayaan 
perempuan di Jember. Program pelatihan pemasaran digital untuk pengusaha perempuan 
memungkinkan mereka untuk memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk 
memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, 
tetapi juga memperluas jangkauan pasar bagi produk lokal Jember. Aplikasi berbasis data yang 
dikembangkan oleh pemerintah daerah juga membantu dalam memetakan kebutuhan masyarakat dan 
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memonitor pelaksanaan program secara real-time. Teknologi ini memastikan bahwa alokasi sumber 
daya dilakukan secara efektif dan transparan. 

Dalam hal teknologi, bupati perempuan di Kabupaten Jember juga memanfaatkan digitalisasi 
untuk pemberdayaan perempuan. Program pelatihan pemasaran digital memberikan akses lebih luas 
bagi perempuan untuk memasarkan produk mereka secara online. Sebagaimana dijelaskan oleh 
Boxall et al. (2020), "Inovasi digital dapat membuka peluang besar bagi perempuan untuk 
mengembangkan usaha mereka dan memperluas pasar produk lokal, yang berdampak pada 
peningkatan pendapatan." 

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Jember 
menunjukkan hasil yang positif. Program pemasaran digital membantu perempuan memperluas 
jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Temuan ini sejalan dengan penelitian 
Boxall et al. (2020) yang menjelaskan bahwa transformasi digital membuka peluang baru bagi 
perempuan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Digitalisasi juga 
membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas pelaksanaan program 
pemberdayaan masyarakat. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kepemimpinan bupati perempuan di Kabupaten Jember telah memberikan dampak positif 
yang signifikan terhadap kesetaraan gender di bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kebijakan 
yang diimplementasikan mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, 
mengurangi tingkat kemiskinan, serta meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan untuk 
perempuan. Program-program seperti pelatihan kewirausahaan, pemberian beasiswa, dan layanan 
kesehatan reproduksi telah terbukti efektif dalam memberdayakan perempuan, khususnya perempuan 
kepala keluarga, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Namun, tantangan besar seperti 
resistensi terhadap kepemimpinan perempuan dan stereotip gender masih menjadi hambatan yang 
perlu diatasi. Pendidikan berbasis gender dan kolaborasi multi-pihak, yang melibatkan sektor 
pemerintah, masyarakat, dan swasta, menjadi kunci dalam mengatasi hambatan-hambatan ini dan 
memastikan keberlanjutan program-program berbasis gender. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga 
memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi program pemberdayaan 
perempuan. Secara keseluruhan, keberhasilan kepemimpinan perempuan di Kabupaten Jember dapat 
dijadikan model untuk daerah lain yang ingin mewujudkan kesetaraan gender dan kesejahteraan 
sosial-ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 
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